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PUTUSAN
Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI1/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam

tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk., yang diwakili
Direktur Utama, Prabowo Widya Krisnadi, berkedudukan di
Gedung Kawan Lama Lt. 5, Jalan Puri Kencana Nomor 1,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, di Kota Malang berkedudukan di MOG Lantai I,
Jalan Kawi, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Mohammad Armen Lukman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan
Puri Kencana Nomor 1, Kembangan, Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017,
Pemohon Kasasi;

Lawan

YUDI JATMIKO, bertempat tinggal di Jalan Nakula Nomor 36
B, RT 1, RW 05, Polean, Blimbing, Kota Malang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus
terhitung sejak diputuskan perkara ini;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya
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kepada Penggugat total sebesar Rp42.090.000,00;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dalam kepada Penggugat
sebesar Rp57.910.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang
pengganti atas ijazah sebesar Rp200.000.000,00;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkara a quo (eksepsi kewenangan absolut);

2. Penggugat tidak memiliki legal standing karena identitas Penggugat tidak
jelas dan Tergugat dapat diancam sanksi Pidana 6 (enam) Tahun
Penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 atau 264 Kitab Undang
Undang Hukum Pidana;

3. Gugatan Penggugat obscuur libel;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor
57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 5 Desember 2017 dengan amar
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat
terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat dari
pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan
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sekaligus sebesar Rp21.045.000,00 (dua puluh satu juta empat puluh
lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

2 x 3 x Rp3.050.000,00 = Rp18.300.000,00
b. Uang Penggantian Hak

15 % x Rp18.300.000,00 = Rp2.745.000,00 +

Total = Rp21.045.000,00

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp851.000,00
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat
pada tanggal 5 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember
2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2017,
sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor
76/Kas/2017/PHI.Sby., juncto 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,
permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21
Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair
1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, PT Ace Hardware
Indonesia, Tbk;
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2. 2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat, Yudi Jatmiko;

3. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Termohon
Kasasi/dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Nomor
10099/HC-OPS/PKWT-K1/XI/2014 tertanggal 1 November 2014, yang
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 dan diperpanjang dengan
Perpanjangan PKWT Nomor 00028/HC-OPS/PKWT-K2-089302/X1/2015
tertanggal 1 November 2015;

4. Menyatakan sah berakhimya hubungan kerja antara PT Ace Hardware
Indonesia, Tbk. (Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat) dengan Yudi Jatmiko
(Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) karena telah selesainya jangka waktu

PKWT,

5. Membebankan Biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat,
Yudi Jatmiko;

Subsidair:

Atau jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili
permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan
kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti
secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2017 dihubungkan
dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya telah salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana ternyata dalam proses pemeriksaan pembuktian
Judex Facti telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/Termohon
Kasasi untuk mengajukan alat bukti tetapi tidak menggunakan haknya, dan
pada sisi lain Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti berupa
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pengakhiran Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) (vide bukti T-6.1, T-6.2 dan T-8) dan alat bukti
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lainnya, maka adalah beralasan hukum menyatakan antara Pemohon Kasasi

dengan Termohon Kasasi berakhir hubungan kerja karena telah berakhirnya

jangka waktu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasii PT ACE HARDWARE
INDONESIA, Tbk., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pdt.Sus-
PHI/2017/PN Sby., tanggal 5 Desember 2017 selanjutnya Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di
bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI

— Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ACE
HARDWARE INDONESIA, Thk., tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Shy., tanggal 5
Desember;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:
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- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya pada semua
tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-

Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

IMeteraii .. Rp 6.000,00

2Redaksi...... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00
Jumlah ................... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002
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